
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam

sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai  gugat

antara: 

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, agama Islam, tempat tanggal  lahir

Sumedang,  21  September  1988,  NIK  XXXXXXXXX,

pendidikan  terakhir  S1,  pekerjaan  XXXXXXX,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Sumedang,  sebagai

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat tanggal lahir Sumedang, 28 Agustus

1993, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXX

swasta,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Sumedang,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; 

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA

         Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024

mengajukan  gugatan  cerai  terhadap  Tergugat  yang  didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan       Agama        Sumedang        dengan          Nomor

3070/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal tanggal 26 September 2024, dengan dalil-

dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  sah

menikah pada tanggal XXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari

KUA kecamatan XXXXXXXXX kabupaten Sumedang, Nomor: XXXXXXXXX

Tanggal XXXXXXXXX;
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2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina

rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus

Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat  dan Tergugat  terakhir  berumah

tangga  tinggal  di  rumah  kediaman  orang  tua  Tergugat  di  Kabupaten

Sumedang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan

telah  dikaruniai  seorang  anak  bernama XXXXXXXXX (Sumedang,30

September 2018)

4. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  Juli  2021

sudah  tidak  harmonis  lagi  dalam  menjalani  hidup  berumah  tangga

dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah,

yakni nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang untuk mencukupi

kebutuhan rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak meiliki  pekrjaan

dan  penghasilan  yang  tetap,  bahkan  Tergugat  tidak  terbuka  terkait

penghasilannya,  sehingga  untuk  mencukupi  kebutuha  rumah  tangga

Penggugat terpaksa harus bekerja;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita

lain, pada awalnya Tergugat tidak mengakuinya hingga diketahui oleh

Penggugat melalui pesan whatsapp yang tidak wajar, bahkan Tergugat

mengakuinya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan rumah tangga

dirasa sudah tidak harmonis;

4.3. Bahwa  Tergugat  selama  berumah  tangga  seringkali

bersikap dingin, cuek dan kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan

Tergugat  lebih  mementingkan  orang  lain  dibandingkan  Penggugat,

sehingga Penggugat merasa rumah tangga sudah tidak nyaman;

5. Bahwa  keretakan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat  telah  berlangsung  lama.  Penggugat  berusaha  sabar,  tetapi

Tergugat  tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya.  Oleh karena itu,

Penggugat  merasa  tidak  nyaman  berumah  tangga  dengan  Tergugat.

Puncaknya  pada  September  2023  Penggugat pergi  meninggalkan  rumah
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kediaman orang tua Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat

sudah  pisah  tempat  tinggal  dan  tidak  lagi  bergaul  layaknya  suami  istri.

Dimana  sekarang  ini  Penggugat  tinggal  di  rumah  kediaman  orang  tua

Penggugat  sedangkan  Tergugat  tinggal  di  rumah  kediaman  orang  tua

Tergugat;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat

sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa  atas  permasalahan  tersebut  di  atas  Penggugat

sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  mempertahankan  perkawinan  ini,  oleh

karena itu  Penggugat  telah berketetapan hati  untuk menggugat  cerai  dari

Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak  satu  ba’in  sughro  dari  Tergugat  (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Sumedang berpendapat lain,

mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

sendiri  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  dan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim semestinya berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat,  namun karena Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  sehingga

Majelis Hakim hanya menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai

dengan Tergugat, tetapi Penggugat pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  NIK XXXXXXXXXX atas nama

XXXXXXXXX, tanggal 15-02-2020, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah   Nomor  :  XXXXXXXXX  Tanggal

XXXXXXXXX,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Sumedang,

bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXX,  dibawah  sumpahnya  memberikan  keterangan,

yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah saudara sepupu Penggugat;

 Bahwa  hubungan  antara  Penggugat dengan  Tergugat  adalah

suami istri;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah

kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sumedang;

 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun

2021  tidak  harmonis,  saksi  pernah  mendengar  antara  Penggugat

dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara Penggugat dan

Tergugat  tersebut  disebabkan  Tergugat  kurang  untuk  mencukupi

kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mengakui memiliki hubungan

istimewa  dengan  wanita  lain,  serta   Tergugat  seringkali  kurang

perhatian terhadap Penggugat;

 Bahwa sejak bulan September tahun 2023  antara Penggugat dan

Tergugat  sudah  pisah  rumah,  Penggugat  yang  pergi  meninggalkan

Tergugat;

 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. XXXXXXXXX,  dibawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang

pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi

adalah sepupu Penggugat;

 Bahwa  hubungan  antara  Penggugat dengan  Tergugat  adalah

suami istri;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah  tangga

Kabupaten Sumedang di rumah kediaman orang tua Tergugat;

 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu)

orang anak;

 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak

bulan Juli tahun 2021 tidak harmonis;

 Bahwa  ketidakharmonisan  antara Penggugat dan  Tergugat

tersebut  disebabkan  Tergugat  kurang  untuk  mencukupi  kebutuhan

rumah tangga dan Tergugat mempunyai wanita lain,  yang saksi lihat

melalui media sosial facebook dan Instagram, serta  Tergugat kurang

perhatian terhadap Penggugat;
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 Bahwa sejak bulan September tahun 2023  antara Penggugat dan

Tergugat  telah pisah  rumah,  Penggugat  yang  pergi  meninggalkan

Tergugat;

 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

        Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

        Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

 Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

         Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang sendiri  menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap  di  persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat

panggilan  (relaas)  yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil

secara resmi dan patut,  dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

  Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat  tidak hadir  di  persidangan,

maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam

hal  ini  termasuk  sengketa  atau  perkara  yang  dikecualikan  dari  kewajiban

mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang

Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  dan  Majelis  Hakim  seharusnya  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan

ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun karena Tergugat tidak

hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim hanya  menasehati  Penggugat

agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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   Menimbang, bahwa Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi dan

patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat

(1) HIR;

         Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada

pokoknya bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak

Juli  2021 sudah  tidak  harmonis  dikarenakan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  yang

disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait  nafkah, yakni nafkah

yang  diberikan  Tergugat  dirasa  kurang  untuk  mencukupi  kebutuhan  rumah

tangga  dikarenakan  Tergugat  tidak  meiliki  pekerjaan  dan  penghasilan  yang

tetap, bahkan Tergugat tidak terbuka terkait  penghasilannya, sehingga untuk

mencukupi  kebutuha rumah tangga Penggugat  terpaksa  harus  bekerja,  dan

Tergugat  memiliki  hubungan  istimewa  dengan  wanita  lain,  pada  awalnya

Tergugat tidak mengakuinya hingga diketahui  oleh Penggugat melalui  pesan

whatsapp  yang  tidak  wajar,  bahkan  Tergugat  mengakuinya,  serta  Tergugat

selama berumah tangga seringkali bersikap dingin, cuek dan kurang perhatian

kepada  Penggugat,  bahkan  Tergugat  lebih  mementingkan  orang  lain

dibandingkan Penggugat. Puncaknya pada  September 2023 Penggugat pergi

meninggalkan  rumah  kediaman  orang  tua  Tergugat,  dan  sejak  itu  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal.  Oleh  karena  itu,

Penggugat  mohon  kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  ini  untuk  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat;

        Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka

sebagaimana  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3

Tahun  2015  pemeriksaan  secara  verstek  terhadap  perkara  perceraian  tetap

harus melalui proses pembuktian;  
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        Menimbang,  bahwa  berdasarkan   Pasal  163  HIR  jo  Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di

atas;

        Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

        Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat

tinggal  di  wilayah Kabupaten Sumedang, oleh karena itu Pengadilan Agama

Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili  perkara yang diajukan oleh

Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;

         Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat

formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870

KUHPerdata,  membuktikan  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  terikat  dalam

perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.  Pasal  4,  5,  dan 6 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam dan sekaligus memiliki  kedudukan hukum sebagai  pihak-pihak

yang berkepentingan dalam perkara ini;

         Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan

materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak

dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145

ayat (2) HIR;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  dan  keterangan  2  (dua)

orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan

fakta sebagai berikut:

1. Bahwa  hubungan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXX;

2. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak

bulan Juli   tahun 2021 sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran,  yang
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disebabkan Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan

mengakui memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain,  serta   Tergugat

seringkali kurang perhatian terhadap Penggugat;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

September 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;

4. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

         Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah rumah antara Penggugat dan

Tergugat  merupakan  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

berkelanjutan. Dengan demikian selama terjadi pisah rumah antara Penggugat

dan  Tergugat  tersebut,  maka  dianggap  tetap  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran diantara keduanya;

        Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  dapat

disimpulkan  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada

harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga,

oleh  karenanya Majelis  Hakim menilai  bahwa perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugat telah pecah (broken marriage);

        Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat

(2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam;

        Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

adalah talak satu ba’in sughro;

        Menimbang, bahwa  Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan

doktrin atau pendapat ulama fiqih yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi

pendapat majelis sebagai berikut :

- Dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 :

طلقة         ا ضي القا عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم ذااشتد

Artinya:“Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya,  maka 
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            hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya  dengan talak 

            satu”;

- Dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh, halaman 57 :

على            تعوذ لمصلحة كان اذا ال وكرهه الطلق احل الحكيم الشارع ان

معا      عليهما او المراة اوعلى الرجل

Artinya  :“Allah dan Rasul-Nya Maha  Bijaksana menghalalkan thalak  akan 

          tetapi   mencelanya,  kecuali   perceraian  yang   mengandung

           kemaslahatan bagi suami, atau isteri, atau bagi keduanya“; 

        Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di

atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  cerai  yang  diajukan  oleh

Penggugat  telah  beralasan  hukum.  Oleh  karena  itu,  gugatan  Penggugat

tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;  

   Menimbang, bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

  Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Syar’a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi

dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan   kepada   Penggugat   untuk   membayar

biaya  perkara sejumlah Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah). 

  Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul

Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing- masing
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sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota

tersebut dan  Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp  30.000,00

2. Proses Rp  75.000,00

3. Panggilan            Rp 330.000,00

4. PNBP Rp  20 000.00

5. Redaksi Rp  10.000,00

1. Meterai                           Rp  10.000,00  

           Jumlah       Rp 475.000,00

   (Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
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